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Abstrak
 

Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) adalah perjanjian mengenai suatu pinjaman yang diberikan oleh dua atau

lebih lembaga keuangan kepada satu debitor, berdasarkan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan yang sama,

dengan menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama bagi semua kreditor peserta sindikasi serta

diadministrasikan oleh satu agen yang bertindak sebagai kuasa para kreditor untuk pengurusan fasilitas dan

jaminan sindikasi. Kreditor seringkali menjalankan hak tagihnya sendiri terhadap debitor. Adanya

ketidakjelasan mengenai kewenangan bertindak melaksanakan hak tagihnya dalam gugat pailit terhadap

debitor baik oleh agen sindikasi maupun oleh kreditor sendiri, perlu dipahami melalui ketentuan umum

dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perjanjian dan kuasa, serta ketentuan khusus dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (OUK). Penelitian deskriptif kualitatif ini,

menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah memperoleh data dan kejelasan atas

kewenangan agen jaminan dan kreditor, khususnya dalam kasus kepailitan. Berdasarkan analisa isi diperoleh

kesimpulan berikut. Kewenangan agen sindikasi terbatas pada fungsi administratif dan koordinatif

pelaksanaan sindikasi, kecuali diatur secara lain dalam PKS. Dalam PKS, agen jaminan bertindak

berdasarkan kuasa anggota sindikasi. Tergantung dari ketentuan dan persyaratan dalam PKS, maka anggota

sindikasi bisa atau tidak bisa mengajukan hak tagih, meskipun sudah ada penunjukan agen jaminan.

Dilakukan penelitian atas dua perkara yang berkaitan dengan PKS dan pelaksanaan hak tagih dalam kasus

kepailitan. Dari penelitian tersebut terlihat belum adanya keseragaman pemahaman mengenai hak anggota

sindikasi dalam upaya pelaksanaan hak tagih khususnya dalam kasus kepailitan. Baik anggota sindikasi

maupun agen sindikasi maupun pihak ketiga termasuk instansi peradilan harus melihat kesepakatan para

pihak dalam PKS yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

......A syndicated credit agreement (PKS) is an agreement whereby two or more financial institutions grant a

credit facility to .a debtor upon the same terms and conditions provided for in a credit documentation

applicable to all syndicated creditors, where the facility and the syndicated security are administered by an

agent acting as representative of the creditors. A creditor often collects payment directly from the debtor.

The ambiguity of the power of the syndication agent and of the creditors to exercise the collection right in a

bankruptcy claim against the debtor would need to be understood through the general provisions of Book III

of the Civil Code concerning agreements and agency and the specific provisions in the Law Number 4 Year

1998 concerning Bankruptcy (UUK). This descriptive-qualitative research uses the bibliographical research

method. The research is aimed at obtaining data and clarification regarding the power of the security agent

and the creditors, particularly in bankruptcy cases. The analysis leads to the following conclusion. Unless

otherwise provided in the PKS, the syndication agent's power is limited to his administrative and

coordinating function in the syndication arrangement. Under the PKS, the security agent shall act as a

representative of the syndication members. Depending upon the terms and conditions of the PKS, the
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syndication members may or may not exercise the right to collect payment notwithstanding the appointment

of the security agent. The research involves two bankruptcy cases concerning PKS and the exercise of

collection right. The research shows that there is no uniform understanding of the syndication members'

right in attempting to exercise the collection right, particularly in bankruptcy cases. The syndication

members and the syndication agent as well as any third party, including the courts, must observe the

agreement reached by the parties as embodied in the PKS, entered into on the basis of the freedom of

contract.


